














































































 

BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 LATAR BELAKANG  

Penerapan kebijakan desentralisasi merupakan landasan 

normatif bagi perubahan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, 

termasuk dalam hal perubahan kewenangan baik di tingkat 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah 

Kabupaten/Kota. Perubahan ini berimplikasi pada perubahan beban 

tugas dan struktur organisasi yang melaksanakan kewenangan-

kewenangan tersebut yang kemudian menuntut dilakukannya 

penataan kelembagaan pemerintahan di daerah. Konsep tersebut 

telah cukup memadai dan diimplementasikan dengan menerbitkan 

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan diikuti dengan 

peraturan pelaksananya yang memberikan ruang kewenangan bagi 

daerah untuk melaksanakan urusan di daerah. Sejak reformasi 

sampai sekarang telah terjadi tiga kali perubahan fundamental dalam 

Undang-undang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014) sebagai upaya mengakomodasi 

dinamika perubahan lingkungan strategis yang terus berkembang 

dalam kehidupan masyarakat. Substansi pengaturan tersebut 

meliputi hubungan pemerintah pusat dan daerah, penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, urusan pemerintahan, pembinaan dan 

pengawasan, penataan daerah, perangkat daerah, keuangan daerah 

dan juga pengembangan demokrasi lokal. Aspek-aspek tersebut 

dianggap penting untuk diatur sehingga penyelenggaraan 

desentralisasi memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat di 

daerah. Selain hal tersebut, setiap daerah sesuai karakter dan potensi 

yang dimiliki mempunyai prioritas berbeda antara satu daerah 



dengan daerah lain dalam mensejahterakan masyarakatnya. Masing-

masing daerah otonom mempunyai prioritas dalam penyelenggaraan 

urusan pemerintahan menyebabkan jumlah Perangkat Daerah 

berbeda satu daerah dengan daerah lain sesuai karakter, potensi dan 

kebutuhan masyarakatnya.  

Tersedianya Perangkat Daerah yang efisien dan efektif menjadi 

sebuah keharusan. Adapun kedudukan Perangkat Daerah 

merupakan unsur pembantu Kepala Daerah (dalam hal ini Gubernur) 

dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi wewenang daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Urusan Pemerintahan terdiri 

dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. 

Urusan pemerintahan dimaksud terdiri dari:  

1. Urusan pemerintahan wajib, yaitu: 

 urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi: 

pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; 

perumahan dan kawasan pemukiman; ketertiban umum dan 

perlindungan masyarakat; dan sosial; 

 urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi: 

tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 

pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi 

kependudukan dan catatan sipil; pemberdayaan masyarakat; 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; 

komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil dan 

menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olahraga; 

statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan 

kearsipan.  

2. Urusan pemerintahan pilihan, yaitu:  

 kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; 

energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; 

dan transmigrasi. 

 

 



3. Urusan pemerintahan umum, yaitu:  

 pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional 

dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, 

pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta 

pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; pembinaan persatuan dan kesatuan 

bangsa; pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat 

beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan 

stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional; penanganan 

konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan 

untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan 

memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, 

pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi 

serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; pengembangan kehidupan 

demokrasi berdasarkan Pancasila; dan pelaksanaan semua 

urusan pemerintahan bukan merupakan kewenangan daerah 

dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Berdasarkan hal 

tersebut, maka elemen yang juga perlu diperhatikan secara 

mendalam adalah menyangkut kelembagaan, bahwa 

kewenangan daerah tidak dapat terlaksana jika tidak 

diakomodir oleh kelembagaan daerah yang merupakan wadah 

atau sarana berlangsungnya penyelenggaraan urusan yang 

menjadi kewenangan daerah tersebut. Dalam rangka menyusun 

organisasi kelembagaan pemerintah daerah untuk mencapai 

tujuan otonomi daerah yang responsif terhadap perkembangan 

zaman dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam, maka 

upaya awal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan 

pembaharuan atau penataan kelembagaan pemerintah daerah 

yang selama ini diterapkan. Pasca dilaksanakannya 

desentralisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 



1999 sampai saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014, Pemerintahan Kabupaten Bintan sudah 5 (lima) 

kali melakukan perubahan Peraturan Daerah tentang 

Organisasi Perangkat Daerah, sebagai berikut :  

Pertama, Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 

2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah 

Kabupaten Bintan.  

Kedua, Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 

2011 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah 

Kabupaten Bintan. 

Ketiga, Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 

2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan 

Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan.  

Keempat, Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 

2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 

Kelima, Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 

2018 Tentang Perubahan atas Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah. 

Penerapan kebijakan kelembagaan pasca Peraturan Daerah 

Nomor 3 Tahun 2018 dirasa belum optimal. Sejak berlakunya 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah, telah terjadi perubahan paradigma dalam 

pembentukan dan penataan Perangkat Daerah yang sebelumnya 

mengacu pada prinsip miskin struktur kaya fungsi berubah menjadi 

prinsip tepat fungsi (right function), tepat ukuran (right sizing) dan 

tepat perilaku (right behavior) yang berorientasi pada pelayanan, 

pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang 

berkualitas dan berkelanjutan berdasarkan beban kerja yang sesuai 

dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah yang 



terimplementasikan dengan konsep tipelogi Perangkat Daerah baik 

tipe A, tipe B, dan tipe C. Pasca berlakunya Peraturan Daerah Nomor 

3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Bintan, telah dilakukan evaluasi kelembagaan di 

Pemerintah kabupaten Bintan pada tahun 2018 terhadap 39 (tiga 

puluh sembilan) Perangkat Daerah yang ada saat ini. Dalam evaluasi 

kelembagaan tersebut terakomodir beberapa permasalahan 

diantaranya:  

a. terdapat potensi beban kerja yang relatif kecil pada beberapa 

Perangkat Daerah; 

b. terdapat potensi irisan tugas dan fungsi baik antar Perangkat 

Daerah maupun di internal Perangkat Daerah; dan/atau  

c. terdapat potensi beban kerja yang tidak berimbang di internal 

beberapa unit kerja masing-masing Perangkat Daerah. 

Pelaksanaan kerja pembangunan pemerintah daerah tertuang 

dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan 

program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, 

arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta 

program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah dengan 

kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun untuk 

mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Untuk itu, 

penyelenggaraan urusan pemerintahan sangat ditentukan oleh 

penataan organisasi Perangkat Daerah yang menyesuaikan 

dengan substansi materi dalam dokumen RPJMD 2017-2021 

dalam rangka merealisasikan visi dan misi serta program prioritas 

Bupati. Evaluasi kelembagaan harus mempertimbangkan 

beberapa hal berikut: 

 Bentuk, jenis, dan jumlah kelembagaan Perangkat Daerah 

diarahkan untuk lebih proporsional dan fokus dalam 

menyelesaikan program-program prioritas Bupati sesuai yang 

tertuang dalam dokumen RPJMD; dan  



 Efisiensi Perangkat Daerah yang tidak berkaitan langsung 

dengan program-program prioritas Bupati dalam dokumen 

RPJMD. Mengacu kepada hal tersebut maka perlu dilakukan 

penataan dalam rangka mewujudkan organisasi perangkat 

daerah yang ideal yang berdasarkan prinsip-prinsip organisasi 

dan penyesuaian terhadap visi dan misi Kepala Daerah serta 

mampu melaksanakan urusan berdasarkan karakteristik 

daerah dan kebutuhan masyarakatnya. Organisasi perangkat 

Daerah diharapkan menjadi organisasi yang mapan dan 

mampu berperan sebagai wadah pelaksanaan fungsi-fungsi 

pemerintah serta sebagai proses interaksi antara Pemerintah 

dengan institusi daerah lainnya dan masyarakat secara 

optimal dengan memperhatikan tetap kehususan Kabupaten 

Bintan. Melalui penataan organisasi Perangkat Daerah 

diharapkan tidak terjadi lagi duplikasi tugas dan fungsi 

Perangkat Daerah, urusan kepentingan, tumpang tindih atau 

saling lempar tanggung jawab terhadap suatu urusan tertentu 

diantara Perangkat Daerah di masa mendatang. Guna 

optimalisasi pelaksanaan tugas dan penyesuaian dengan 

peraturan yang baru, sebagaimana diamanatkan dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 

Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan 

Perangkat Daerah, maka Pemerintahan Kabupaten Bintan 

perlu melakukan pengkajian kembali secara mendalam dan 

menyesuaikan organisasi perangkat daerahnya sebagai 

bentuk upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah yang 

mengarah pada prinsip tepat fungsi (right function), tepat 

ukuran (right sizing) dan tepat perilaku (right behavior) yang 

berorientasi pada pelayanan, pemberdayaan, dan peningkatan 

kesejahteraan bagi masyarakat yang berkualitas dan 

berkelanjutan berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan 

kondisi nyata di masing-masing Daerah dalam rangka 

mewujudkan pemerintahan yang baik (good local government) 



yang mendukung percepatan pencapaian visi dan misi Kepala 

Daerah.  

 

1.2 DASAR HUKUM  

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum 

pembentukan Peraturan Daerah dan pembentukan Perangkat 

Daerah, antara lain sebagai berikut:  

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 merupakan dasar hukum 

konstitusional bagi Pemerintahan Daerah membentuk Peraturan 

Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (6), 

menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan 

Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk 

melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 

b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi 

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3896); 

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 menjadi dasar hukum mengenai hak dan kewajiban 

serta wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah (dalam 

hal ini Bupati dan Perangkat Daerah) sebagai eksekutif dan DPRD 

sebagai legislatif dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan 

tugas pembantuan termasuk juga sebagai dasar hukum dalam 

pembentukan Perangkat Daerah.  

d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 merupakan 

dasar hukum pengaturan langsung dan detail mengenai Perangkat 

Daerah baik di Provinsi maupun di kota / kabupaten yang 

merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 212 ayat (1) dan ayat (2) 



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. 

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang 

Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah 

Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; 

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang 

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di 

bidang Kesbangpol; 

g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 

tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah yang 

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesbangpol; 

h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 tahun 2019 

Tentang Nomenklatur perangkat Daerah yang melaksanakan 

urusan Pemerintahan dibidang Kesbangpol; 

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 Tentang 

Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan 

penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang 

Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 

merupakan pelaksanaan Pasal 115 ayat (1) Perat uran Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai dasar 

pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah. 

 

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN  

Pengkajian ini bermaksud untuk melakukan identifikasi dan 

analisa terhadap kondisi eksisting dan kewenangan perangkat daerah 

Pemerintah Kabupaten Bintan agar dapat dirumuskan kembali konsep 

bentuk kelembagaan organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi 

(right function), tepat ukuran (right sizing) dan tepat perilaku (right 

behavior) sebagai landasan bagi Pemerintah Kabupaten Bintan 

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 



tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah 

untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur serta mengakomodir 

kebutuhan pelayanan yang berkelanjutan bagi masyarakat dalam 

rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerja kelembagaan 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sehingga dapat 

melaksanakan administrasi pemerintahan daerah yang proporsional 

dan sesuai kebutuhan (flat, transparan, hirarki yang pendek dan 

terdesentralisasi, efisien dan efektif) dengan tetap mengakomodir 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Tujuan naskah akademik ini 

adalah:  

a. Melakukan pengkajian dan evaluasi kembali terhadap kondisi 

eksisting, permasalahan, dan kebutuhan kelembagaan perangkat 

daerah Pemerintah Kabupaten Bintan sesuai Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan 

Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. 

b. Menganalisa bentuk kelembagaan perangkat daerah Pemerintah 

Kabupaten Bintan menyesuaikan visi dan misi Bupati dalam 

dokumen RPJMD 2018–2021 sehingga tepat fungsi, tepat ukuran, 

dan tepat perilaku mengacu kepada Undang-Undang 23 Tahun 

2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dengan 

tetap mengakomodir kekhususan Kabupaten Bintan sesuai 

amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. 

c. Merumuskan desain struktur organisasi Pemerintah Kabupaten 

Bintan. 

 

1.4 KELUARAN (OUTPUT)  

Evaluasi kelembagaan dalam reformasi birokrasi Pemerintah 

Kabupaten Bintan. dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalah 

dan hambatan kinerja kelembagaan dalam usaha meningkatkan 

mutu pelayanan publik. Adapun tujuan evaluasi kelembagaan adalah 

memberikan arahan dan pertimbangan bagi tersusunnya konsep 

naskah akademik rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 



Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bintan. Dalam rangka 

penataan kelembagaan sesuai tuntutan perkembangan dan tuntutan 

normatif peraturan perundang-undangan mengacu pada Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan 

Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.  

 

1.5 METODE PENGKAJIAN  

d. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, salah satu 

proses yang dilakukan dalam pembentukan suatu peraturan 

perundang-undang termasuk di dalamnya Peraturan Daerah 

adalah harmonisasi, yaitu upaya untuk menyelaraskan suatu 

peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-

undangan lain baik peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi maupun sederajat atau sama (Peraturan Daerah), sehingga 

Peraturan Daerah tersusun secara sistematis, tidak saling 

bertentangan atau tumpang tindih (overlaping). Hal tersebut 

merupakan konsekuensi kedudukan Peraturan Daerah sesuai 

hierarki peraturan perundang-undangan. Pengharmonisasian 

terhadap materi muatan Konsep Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Organisasi Perangkat Daerah, agar tidak tumpang tindih 

dan saling bertentangan, sehingga tidak menimbulkan 

ketidakpastian hukum dan ambiguitas dalam penerapannya. 

Pelaksanaan harmonisasi secara horizontal, Peraturan Daerah 

yang ada di Kabupaten Bintan, terkait penyelenggaraan urusan 

pemerintahan baik langsung maupun tidak langsung dipelajari 

secara cermat agar materi muatan Konsep Rancangan Peraturan 

Daerah selaras dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang 

secara substansial terkait dengan peraturan perundang-

undangan. Dalam pelaksanaan harmonisasi, ada 2 (dua) aspek 

dilakukan. Pertama, harmonisasi vertikal, yakni harmonisasi 

peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-

undangan yang lain dalam hierarki berbeda atau lebih tinggi dari 



Peraturan Daerah. Kedua, harmonisasi horizontal, yaitu 

harmonisasi dengan Peraturan Daerah yang ada sehingga Konsep 

Rancangan Peraturan Daerah yang disusun saling isi mengisi dan 

tidak tumpang tindih dengan peraturan daerah yang telah ada. 

Harmonisasi dilakukan berangkat dari asas lex posterior delogat 

legi priori yang artinya peraturan perundang-undangan yang baru 

mengesampingkan atau mengalahkan peraturan perundang-

undangan yang lama dan asas lex specialist delogat legi generalis 

yang berarti suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat 

khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan 

bersifat umum. Kedua asas tersebut menjadi prinsip dalam 

penyusunan Naskah Akademik dan Konsep Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah. Metode pendekatan 

pengkajian ini adalah dengan :  

1. Harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan pengaturan kelembagaan Perangkat Daerah. Melalui 

pendekatan tersebut diharapkan terwujud harmonis materi 

muatan Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang ada.  

2. Menggunakan metode tailor made, yaitu berupaya menyusun 

desain kelembagaan perangkat daerah pada Pemerintah 

Kabupaten Bintan dengan melakukan analisis terhadap 

kondisi eksisting yang ada sekarang serta kebutuhan di masa 

mendatang. Data yang digunakan dalam pengkajian ini 

meliputi studi literatur dan dokumentasi untuk 

mengumpulkan data dan bahan berupa peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan pengaturan kelembagaan 

perangkat daerah baik yang bersifat umum maupun yang 

bersifat khusus. Selain itu, juga dilakukan pengumpulan data 

dan bahan berupa hasil pengkajian yang sudah dilakukan 

sebelumnya sebagai bahan perbandingan dan analisis. 

Pengkajian ini juga termasuk penelitian hukum normatif, 



maka diperlukan data dan informasi dari bahan hukum 

primer, sekunder, dan tertier. 

a. bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan kedudukan, peran, dan 

fungsi Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 serta kedudukan dan peran Pemerintahan 

Kabupaten Bintan sebagaimana diatur dalam 

UndangUndang Nomor 29 Tahun 2007 maupun Peraturan 

perundang-undangan lain yang terkait dengan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan. 

b. bahan hukum sekunder, yakni bahan bacaan atau literatur 

yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum 

primer seperti: hasil penelitian dan literatur berkaitan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, kelembagaan, dan 

sebagainya. 

c. bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan 

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer 

dan sekunder yang berupa kamus hukum dan ensiklopedi 

ilmu hukum bila diperlukan. Untuk mendapatkan data dan 

informasi tersebut metode yang digunakan sebagai berikut: 

 Studi kepustakaan Melalui studi kepustakaan diharapkan 

dapat menggali data dan informasi yang diperlukan 

berhubungan dengan substansi naskah akademik ini 

dengan prinsip-prinsip rasional, kritis, objektif, dan 

impersonal dari berbagai sumber. 

 Pengumpulan data sekunder Data sekunder diperoleh 

selain melalui diskusi berkaitan aspek yang harus 

diperhatikan dalam penyusunan substansi atau materi 

muatan Rancangan Peraturan Daerah dan naskah 

akademik. 

 Focus Group Discussion (FGD) dengan para pengambil 

kebijakan dan unsur professional/ahli. Memperhatikan 



kompleksitas permasalahan dan asas dan prinsip yang 

perlu diperhatikan agar penyusunan naskah akademik agar 

dapat memberikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis 

terhadap materi muatan pengkajian ini sejalan asas dan 

prinsip dalam pembentukan peraturan perundang-

udangan, maka analisis penyusunan naskah akademik ini 

menggunakan pendekatan sebagai berikut: 

 empiris, yaitu norma-norma yang harus diperhatikan dalam 

penyusunan suatu peraturan perundang-undangan (dalam 

hal ini Rancangan Peraturan Daerah) terkait dengan tugas, 

wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah 

termasuk pembinaan secara umum terkait dengan aspek 

kelembagaan; 

 yuridis, yaitu aspek yang perlu diperhatikan dalam 

perumusan muatan materi Peraturan Daerah berdasarkan 

analisis yang disampaikan dalam naskah akademik. Metode 

digunakan context of justification dengan cara menggali 

peraturan perundang-undangan;  

 teori hukum, dimaksudkan agar naskah akademik 

memenuhi teori hukum, antara lain aspek yang perlu 

diperhatikan di dalam pembentukan norma;  

 Data dan bahan yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah 

dengan menggunakan teknik analisis penghitungan dengan 

menggunakan kriteria Tipelogi Perangkat Daerah yg diatur 

di dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016, yang mencakup indikator-indikator sebagai berikut: 

1. Kriteria tipelogi Perangkat Daerah untuk menentukan 

tipe Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan 

urusan pemerintahan dengan variabel: a. umum dengan 

bobot 20% (dua puluh persen); dan b. teknis dengan 

bobot 80% (delapan puluh persen). 

2. Kriteria variabel umum ditetapkan berdasarkan 

karakteristik Daerah yang terdiri atas indikator:  



a. jumlah penduduk; 

b. luas wilayah; dan 

 c. jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah.  

3. Kriteria variabel teknis ditetapkan berdasarkan beban 

tugas utama pada setiap Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan 

kabupaten/kota serta fungsi penunjang Urusan 

Pemerintahan. Ketentuan mengenai perhitungan variabel 

umum dan teknis tersebut tercantum dalam Lampiran 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Berkenaan 

dengan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri telah 

mengembangkan sistem informasi pemetaan Urusan 

Pemerintahan dan penentuan beban kerja Perangkat 

Daerah yang dapat diakses melalui internet dengan 

mengakses situs: fasiltasi.otda.kemendagri.go.id, 

sehingga seluruh kabupaten/kota dan provinsi lebih 

mudah dan ada standarisasi dalam mengolah data 

urusan pemerintahan. Selain kriteria sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

 

KONDISI EKSISTING KABUPATEN BINTAN 

 

2.1. GAMBARAN UMUM  

2.1.1 KONDISI GEOGRAFIS, TOPOGRAFI, GEOLOGI, HIDROLOGI 

DAN KLIMATOLOGI 

 

Kabupaten Bintan sebelumnya merupakan kabupaten 

Kepulauan Riau. Wilayahnya mempunyai ciri khas terdiri dari ribuan 

pulau besar dan kecil yang tersebar di Laut Cina Selatan, sehingga 

mempunyai julukan Kepulauan “Segantang Lada” yang 

menggambarkan betapa banyaknya pulau yang ada di daerah ini. 

Pada kurun waktu 1722-1911, terdapat dua Kerajaan Melayu yang 

berkuasa dan berdaulat yaitu Kerajaan Riau Lingga yang pusat 

kerajaannya di Daik dan Kerajaan Melayu Riau di Pulau Bintan.  

Jauh sebelum ditandatanganinya Treaty of London, kedua 

Kerajaan Melayu tersebut dilebur menjadi satu sehingga menjadi 

semakin kuat. Wilayah kekuasaannya pun tidak hanya terbatas di 

Kepulauan Riau saja, tetapi telah meliputi daerah Johor dan Malaka 

(Malaysia), Singapura dan sebagian kecil wilayah Indragiri Hilir. Pusat 

kerajaannya terletak di Pulau Penyengat dan menjadi terkenal di 

Nusantara dan kawasan Semenanjung Malaka.  

Letak geografis Kabupaten Bintan terletak antara 1 005’03.94” 

Lintang Utara dan 104028’56.23” Bujur Timur . Daerah Kabupaten 

Bintan merupakan bagian dari paparan kontinental yang terkenal 

dengan nama “Paparan Sunda”. Pulau-pulau yang tersebar di daerah 

ini merupakan sisa-sisa erosi atau pencetusan daerah daratan pra 

tersier, wilayahnya membentang dari Semenanjung Malaysia dibagian 

Utara sampai Pulau Bangka dan Belitung di bagian Selatan. Daerah 

Kabupaten Bintan berbatasan dengan: Utara : Kabupaten Natuna 

Selatan : Kabupaten Lingga Barat : Kota Tanjungpinang dan Kota 

Batam Timur : Provinsi Kalimantan Barat Luas daratan Kabupaten 



Bintan mencapai 1.320,10 km2 , Kecamatan terluas adalah 

kecamatan Teluk Sebong dengan luas 294,24 km dan kecamatan 

terkecil adalah Bintan Utara yaitu 43,24 kilometer persegi. Kabupaten 

Bintan saat ini terdiri dari 272 buah pulau besar dan kecil. Hanya 39 

buah diantaranya yang sudah dihuni, sedangkan sisanya walaupun 

belum berpenghuni sebagian sudah dimanfaatkan untuk kegiatan 

pertanian, khususnya usaha perkebunan. 

 

2.2 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten 

Bintan berdasarkan pelaksanaan otonomi daerah berada pada 

lingkup kabupaten, kedudukan Bupati sebagai Kepala Daerah dan 

Wakil Pemerintah di daerah yang secara hukum bertanggung jawab 

penuh atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten 

Bintan atas tugas, wewenang, dan kewajiban yang diberikan oleh 

peraturan perundang-undangan. Wewenang Bupati tidak dapat 

dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah karena peraturan 

perundang-undangan (wewenang atribusi) memberikan kepada 

Bupati bukan kepada Kepala Perangkat Daerah. Kepala Perangkat 

Daerah melaksanakan tugas (wewenang mandat) yang diberikan 

Bupati yang secara administratif bertanggungjawab melalui 

Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 

2018, Perangkat Daerah terdiri dari:  

a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A; 

b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C; 

c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A; 

d. Dinas Daerah, terdiri dari : 

1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang pendidikan; 

2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang kesehatan; 



3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tipe 

A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan 

umum, bidang penataan ruang dan pertanahan; 

4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan 

dan bidang kawasan permukiman; 

5. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan 

bidang sosial; 

6. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta 

perlindungan masyarakat; 

7. Dinas Tenaga Kerja Tipe C menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang tenaga kerja; 

8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

pemberdayaan perempuan, bidang perlindungan Anak, bidang 

pengendalian penduduk, dan bidang keluarga berencana; 

9. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan 

urusan pemerintahan bidang pertanian; 

10. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang lingkungan hidup; 

11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil; 

12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

pemberdayaan masyarakat dan desa; 

13. Dinas  Perhubungan  Tipe  B  menyelenggarakan  urusan 

pemerintahan bidang perhubungan; 

14. Dinas Komunikasi dan  Informatika Tipe A menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, 



urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan 

pemerintahan bidang persandian; 

15. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan 

Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan, 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi 

usaha mikro; 

16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 

17. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe C menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga; 

18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan 

pemerintahan bidang pariwisata; 

19. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe B 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan; 

20. Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang perikanan; 

e. Badan Daerah terdiri dari : 

1. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah 

Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan 

bidang perencanaan pembangunan dan fungsi penunjang 

urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan; 

2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan 

pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan 

pelatihan; 

3. Badan Pendapatan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi 

penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub 

pendapatan daerah; 



4. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan 

fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan 

sub pengelolaan keuangan dan aset daerah; 

5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan 

fungsi  penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan 

bangsa dan politik. 

f. Kecamatan sebagaimana dimaksud terdiri dari: 

a. Kecamatan Bintan Timur dengan Tipe A; 

b. Kecamatan Bintan Utara dengan Tipe A; 

c. Kecamatan Gunung Kijang dengan Tipe A; 

d. Kecamatan Teluk Bintan dengan Tipe A; 

e. Kecamatan Teluk Sebong dengan Tipe A; 

f. Kecamatan Toapaya dengan Tipe A; 

g. Kecamatan Bintan Pesisir dengan Tipe A; 

h. Kecamatan Mantang dengan Tipe A; 

i. Kecamatan Seri Kuala Lobam dengan Tipe A; dan 

j. Kecamatan Tambelan dengan Tipe A. 

 

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi 

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan 

pemberdayaan masyarakat kelurahan. Lurah mempunyai tugas 

membantu Camat dalam:  

 melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;  

 melakukan pemberdayaan masyarakat; 

 melaksanakan pelayanan masyarakat; memelihara ketenteraman 

dan ketertiban umum;  

 memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat;  

 melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan 

perundangundangan.  

 

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan 

saat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, 



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 dan 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PENDEKATAN PENATAAN KELEMBAGAAN 

 

 

3.1 DASAR PERTIMBANGAN PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH 

DAERAH  

Suatu organisasi dituntut untuk melakukan perubahan 

mengikuti dinamika perubahan lingkungan apabila organisasi 

tersebut ingin tetap mempertahankan eksistensinya baik dalam skala 

kecil maupun besar. Organisasi harus memiliki strategi baru yang 

lebih fleksibel menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sering 

terjadi. Terbitnya Undang-Undang 23 Tahun 2014, Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, dan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 99 Tahun 2018 menuntut penyesuaian pada pola 

penataan kembali kelembagaan dalam lingkup organisasi Perangkat 

Daerah. Penataan kembali kelembagaan merupakan proses yang 

berkelanjutan, dalam arti bahwa seiring atau pada setiap terjadi 

perubahan disertai kondisi terbaru menuntut sebuah aksi penataan 

kelembagaan. Dalam rangka menata sistem Pemerintahan Daerah 

agar menyesuaikan dan harmonis dengan pencapaian visi dan misi 

yang diemban Kepala Daerah, maka kebijakan penataan kelembagaan 

menjadi langkah yang tepat. Penataan kelembagaan atau organisasi 

tersebut harus diimbangi dengan penataan pada unsur dan elemen 

utama lainnya dari sistem tersebut, antara lain penataan keuangan, 

penataan SDM, penataan kebutuhan sarana dan prasarana serta 

penataan pola hubungan kerja antar unit dalam organisasi. 

Selanjutnya terkait dengan penataan kelembagaan, terdapat beberapa 

hal yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan penataan 

kelembagaan Pemerintah Daerah, yang meliputi 3 (tiga) aspek yaitu : 

aspek yuridis, aspek kebutuhan empiris dan aspek akademis. 

 

 

 



3.1.1 ASPEK YURIDIS  

Secara yuridis, penataan dan evaluasi kelembagaan Pemerintah 

Daerah didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang 

Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang 

mempengaruhi perubahan pada kelembagaan di Daerah tertuang di 

dalam Lampiran UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam hal 

penataan kelembagaan daerah, salah satu kapasitas kelembagaan 

ditentukan oleh beban kerja yang didasarkan atas besar kecilnya 

kewenangan yang dimiliki oleh suatu daerah. Namun demikian, di 

atas semuanya, keluarnya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini dimaksudkan untuk mendorong 

daerah membuat organisasi perangkat daerah yang rasional dan 

objektif disesuaikan dengan dinamika dan potensi yang dimiliki oleh 

masing-masing daerah serta sesuai dengan asas pembentukan 

perangkat daerah yang berorientasi pada perlindungan, pelayanan, 

pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan yang efektif, efisien 

dan berkualitas. Keluarnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian 

Penataan Perangkat Daerah maka Pemerintah Daerah harus 

menyesuaikan kembali kelembagaan perangkat daerah secara 

keseluruhan. 

 

3.1.2 ASPEK EMPIRIS  

Selain didasarkan atas aspek yuridis, penataan kelembagaan 

suatu daerah juga harus didasarkan pada kebutuhan empiris. 

Kebutuhan empiris ini merupakan suatu konsekuensi dari dinamisasi 

perkembangan yang terjadi di masyarakat seiring dengan berbagai 

tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat. Kebutuhan yang 



dewasa ini menjadi bagian dari pola kehidupan masyarakat antara 

lain kebutuhan terhadap penyediaan pelayanan publik yang lebih 

baik, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, kebutuhan terhadap 

informasi dan komunikasi, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang 

semakin berkembang dari hari ke hari. Dengan munculnya berbagai 

kebutuhan baru dan berkembangnya kebutuhan yang telah ada, 

pemerintah perlu memfasilitasi dan mengatur penyediaan kebutuhan 

tersebut yang mana untuk menanganinya dibutuhkan suatu 

kelembagaan pemerintah. Di samping berkembangnya berbagai 

kebutuhan tersebut yang selanjutnya berimplikasi terhadap 

kebutuhan kelembagaan perangkat daerah, dalam kenyataan empiris 

juga muncul permasalahan-permasalahan yang membutuhkan 

penanganan segera. Oleh karenanya, perlu adanya pola organisasi 

yang memberikan kemungkinan untuk melakukan penanganan 

secara cepat dan tepat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 

Tahun 2018 mendorong bagi Daerah untuk menciptakan 

kelembagaan yang tepat ukuran dan tepat fungsi (rightsizing), 

sehingga dinamisasi perubahan kebutuhan sebagaimana dijelaskan 

di atas lebih cepat untuk ditangani dan dipecahkan oleh kelembagaan 

yang ada. Perbedaan paradigma penataan kelembagaan yang tepat 

aturan dan tepat fungsi tersebut harus didasarkan pada pengukuran 

beban kerja perangkat daerah secara terukur dan akuntabel. 

Diharapkan dengan adanya ketentuan ini, kelembagaan Perangkat 

Daerah di masa depan akan lebih mampu mengatasi masalah yang 

ada dan masalah yang mungkin muncul. Idealnya, kelembagaan 

Perangkat Daerah juga menganut pada karakteristik tersebut 

sehingga efektifitas organisasi akan semakin meningkat. 

 

3.1.3 ASPEK AKADEMIS  

Semakin maraknya tuntutan berbagai pihak untuk melakukan 

reformasi birokrasi juga berdampak pada penataan kelembagaan 

yang cenderung efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan 

perkembangan paradigma pemerintahan di negara – negara maju 



yang dewasa ini telah meninggalkan konsep pemerintahan / birokrasi 

yang menekankan pada konsep administrasi pemerintahan yang 

mekanistis dan kaku. Konsep - 54 - tersebut kemudian dikenal pula 

dengan sebutan birokrasi feodal atau tradisional yaitu birokrasi yang 

lebih cenderung menerapkan sentralisasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. Dalam bentuk birokrasi semacam ini perkembangan 

kebutuhan masyarakat cenderung kurang dapat terlayani. Disamping 

itu, birokrasi feodal juga menimbulkan inefisiensi dan produktivitas 

yang rendah, sementara yang menonjol justru formalisme dan 

rigiditas sehingga efektivitas dalam melaksanakan pelayanan dan 

pembangunan tidak bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

Dengan adanya kekecewaan terhadap hasil yang didapatkan dari 

Birokrasi feodal tersebut, timbul dorongan untuk menciptakan 

inovasi baru dalam praktek penyelenggaraan birokrasi. Konsep 

inovasi birokrasi antara lain dihasilkan Ted Gabler dan David Osborn 

yang mengemukakan 10 (sepuluh) prinsip dalam melaksanakan 

perubahan-perubahan dalam pemerintahan yang diberi istilah 

Reinventing Government. Kesepuluh prinsip tersebut adalah sebagai 

berikut :  

1. Catalyttic Government: Steering Rather Rowing; Pemerintah lebih 

mengkonsentrasikan diri pada aspek pengaturan/regulasi dengan 

membuat kebijaksanaan dari pada sebagai pelaksana kebijakan 

atau pelaksana penyelenggaraan pelayanan umum bagi 

masyarakat; 

2. Community-owned Government: Empowering Rather Than 

Serving; Pemerintah lebih bertujuan kepada memberdayakan 

masyarakat (empowering citizens) tidak hanya melayani yang 

membuat masyarakat terlena dan tergantung kepada pemerintah 

tetapi pemberian layanan dan penyediaan. fasilitas dilakukan 

dalam rangka pendewasaan dan pemandirian masyarakat; 

3. Competitive Government: Injecting Competition into service 

Delivery; Menciptakan kompetisi dalam pemerintahan dengan 



mendorong terjadinya kompetisi dalam pemberian layanan di 

antara penyelenggara pelayanan umum; 

4. Mission-Driven Government: Transforming Rule-Driven 

Organizations; Pemerintah atau birokrasi Max weber 

mengemukakan bahwa jalannya birokrasi dikendalikan atau 

diarahkan oleh aturan, konsepsi tersebut dirasakan kurang tepat 

lagi tetapi sebaiknya Pemerintah atau birokrasi berjalan 

diarahkan oleh tujuan dan misi (mission) yang telah ditetapkan 

yakni untuk kepentingan masyarakat;  

5. Results-Oriented Government: Funding Outcomes, Not Input; 

Pemerintah yang berorientasi pada hasil dengan penekanan atau 

pokok perhatian bukan pada aspek "inputs", melainkan pada 

aspek hasilnya (outcomes);  

6. Customer-Driven Government: Meeting the Needs of the 

Customer, Not the Bureaucracy; Pemerintah yang diarahkan oleh 

kebutuhan dari konsumen yaitu masyarakat bukan diarahkan 

oleh kebutuhan dari pada Birokrasi;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

P E N U T U P 

 

4.2. SIMPULAN  

Penataan organisasi perangkat daerah merupakah hal yang 

biasa dalam suatu siklus organisasi, termasuk dalam organisasi 

pemerintah daerah. Penataan organisasi perangkat daerah 

merupakan bagian dari proses perubahan organisasi dalam upaya 

mengantisipasi berbagai kecenderungan yang berkembang. Melalui 

penataan organisasi tersebut, diharapkan kinerja pemerintah daerah 

menjadi lebih efektif dan efisien. Pada prakteknya, penataan 

organisasi perangkat daerah seringkali direduksi maknanya sebatas 

rasionalisasi (downsizing) struktur maupun pegawai. Akibatnya, 

terjadi tarik-menarik kepentingan yang bersifat politis dalam 

penataan organisasi perangkat daerah. Padahal, penataan organisasi 

tidak selalu harus berupa rasionalisasi (downsizing) karena bisa juga 

berupa penggabungan (merger) dari beberapa organisasi dengan 

fungsi sejenis/serumpun, bahkan pembentukan organisasi baru 

yang memang diperlukan untuk mendukung visi dan misi organisasi. 

Karena itu, paradigma baru yang seyogianya diterapkan dalam 

penataan organisasi perangkat daerah adalah mencari struktur dan 

fungsi yang proporsional (bukan sekedar miskin struktur, kaya 

fungsi) serta mendesain organisasi perangkat daerah secara benar 

(rightsizing), bukan sekedar downsizing. Demikian pula dari sisi 

waktu, masa hidup suatu organisasi sangat beragam, ada yang 

dipertahankan untuk jangka waktu lama tetapi ada pula yang 

dibentuk untuk jangka waktu pendek untuk menangani masalah 

yang bersifat mendesak (crash program) atau ditujukan untuk 

mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk mendukung suatu 

program. Dengan kata lain, kontinuitas suatu organisasi ditentukan 

oleh peran yang akan dilakukan oleh organisasi itu. Untuk 

mengantisipasi berbagai perkembangan di masa mendatang yang 

akan berlangsung dengan cepat, diperlukan regulasi yang fleksibel 



dalam penataan organisasi perangkat daerah. Dengan demikian, 

penyusunan desain kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain agar desain 

yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan daerah dan dapat 

mengantisipasi berbagai kecenderungan perkembangan di masa 

mendatang. Sejumlah dasar pemikiran yang perlu diperhatikan 

dalam penyusunan desain kelembagaan OPD, antara lain :  

1. Kaidah perumpunan urusan. 

2. Harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan “sektoral”, 

misalnya UU Pajak dan Retribusi Daerah, UU Penanggulangan 

Bencana, dan lain-lain. 

3. Akomodasi kepentingan nasional, misalnya untuk ketahanan 

pangan, penanganan bencana, kesetaraan gender, perlindungan 

anak, dan lain-lain.  

4. Pertimbangan proporsionalitas beban kerja antar OPD.  

5. Optimalisasi fungsi dinas dan badan sebagai ujung tombak dalam 

pembangunan dan pelayanan. 

 

 Prinsip-prinsip tersebut perlu menjadi dasar pertimbangan 

ketika menyusun desain organisasi perangkat daerah agar struktur 

yang dihasilkan tidak hanya efisien, tapi juga efektif. Sekalipun 

penataan organisasi perangkat daerah tidak dapat dilepaskan dari 

sejumlah pertimbangan politis, namun, orientasi terhadap 

pencapaian visi dan misi daerah dan peran pemerintah daerah perlu 

tetap menjadi faktor utama dalam menentukan desain yang akan 

diterapkan agar kesinambungan tata pemerintahan daerah dapat 

terus dipertahankan, bahkan dapat mengantisipasi berbagai 

perkembangan di masa mendatang. Oleh karena itu, berdasarkan 

hasil analisa dan pengkajian yang telah dilakukan maka diusulkan 

penataan kelembagaan Perangkat Daerah antara lain:  

1. Perangkat Daerah yang mengalami perubahan/kenaikan Tipe dari 

B ke A dan urusan Pertanahan digabungkan dengan Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan ruang :  



 urusan pemerintahan yang serumpun dengan urusan 

pemerintahan bidang pertanahan yaitu Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang; 

2. Perangkat daerah yag mengalami perubahan/kenaikan Tipe  dari 

B ke A adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah : 

 Urusan Keuangan yang memiliki beban kerja dan produktifitas 

yang sangat besar. 

3. Perangkat Daerah yang mengalami penyesuaian nomenklatur, 

meliputi:  

a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan amanat: 

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 

tentang perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 

Pemeritahan di Bidang Kesatuan bangsa dan Politik. 

 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 

2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah yang 

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesbangpol; 

 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 tahun 

2019 Tentang Nomenklatur perangkat Daerah yang 

melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Kesbangpol; 

b.  Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan merupakan 

Amanat : 

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas 

Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Provinsi Dan 

Kabupaten/Kota. 

 Jika tidak menjadi dinas dapat digabungkan urusan 

pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum 

serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) di peraturan presiden Nomor 18 tahun 2016. 

 Sesuai pasal 117 dalam PP 18 tahun 2016 bahwa Sub 

Urusan Damkar menjadi salah satu fungsi di SATPOL PP, 

hal ini guna untuk efisiensi sedangkan Urusan Bencana 



menjadi bagian yang tak terpisahkan dari fungsi-fungsi yang 

ada di 6 (enam)  OPD yaitu : 

1. Dinas Sosial 

2. Dinas Kesehatan 

3. Dinas Pertanian 

4. Satpol PP 

5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

6. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

 




















































